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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Semester I Tahun 

2025 Badan Mutu KKP Tarakan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan 

komitmen kami dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Laporan ini menyajikan rangkuman pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Mutu KKP Tarakan Tarakan selama periode 1 Januari 

hingga 30 Juni 2025. Di dalamnya, termuat data statistik permohonan informasi, kinerja 

pelayanan, berbagai inisiatif proaktif yang telah kami lakukan, serta tantangan yang dihadapi dan 

rencana strategis untuk perbaikan di masa mendatang. 

Penulis menyadari bahwa transparansi merupakan pilar utama dalam membangun tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kepercayaan publik. Oleh 

karena itu, penulis berharap laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, 

tetapi juga sebagai cerminan nyata dari upaya kami untuk menjadi badan publik yang terbuka, 

akuntabel, dan informatif. 

Penu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan 

mendukung kelancaran layanan informasi publik di lingkungan Badan Mutu KKP Tarakan. Kritik 

dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan layanan kami di 

semester berikutnya. 

Tarakan,         Juli 2025  

Plt Kepala Badan Mutu KKP Tarakan, 

 

           Darmansyah, S.Pi 
      NIP. 19790605 200312 1 004 

 

 

 

 

 



BAB I: PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Keterbukaan Informasi Publik adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin 

oleh Undang-Undang. Sebagai badan publik, Badan Mutu KKP Tarakan memiliki kewajiban untuk 

menyediakan akses informasi yang luas, cepat, dan sederhana bagi masyarakat. Pelaksanaan 

layanan informasi ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk 

meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan 

sektor kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan seperti Tarakan. Laporan ini disusun 

sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan kewajiban tersebut selama Semester I Tahun 

2025. 

1.2. Dasar Hukum  

Pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Mutu KKP  Tarakan didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan berikut: 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008.  

3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

4. SK Kepala Badan Mutu KKP Tarakan tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID). 

1.3.  Maksud dan Tujuan 

• Maksud: Memberikan gambaran yang utuh dan transparan mengenai penyelenggaraan 

layanan informasi publik di lingkungan Badan Mutu KKP Tarakan. 

• Tujuan: 

o Mendeskripsikan realisasi dan kinerja layanan informasi selama Semester I 2025. 

o Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi mekanisme layanan yang ada. 

o Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi. 

o Menjadi bahan acuan untuk perumusan strategi peningkatan kualitas layanan di 

masa mendatang. 

 

 



1.3. Ruang Lingkup  

Laporan Laporan ini mencakup seluruh aktivitas pengelolaan dan pelayanan informasi 

publik oleh PPID Badan Mutu KKP Tarakan, mulai dari penerimaan permohonan, pemrosesan, 

hingga pemberian informasi, serta kegiatan diseminasi informasi proaktif dalam kurun waktu 1 

Januari hingga 30 Juni 2025. 

 

1.4. Sistematika Pelaporan  

Laporan ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan, yaitu Pendahuluan, Profil 

Organisasi dan Struktur PPID, Realisasi Pelayanan, Permasalahan dan Rencana Strategis, serta 

Penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II: PROFIL ORGANISASI DAN STRUKTUR PPID 

2.1. Visi, Misi, dan Tugas Pokok Badan Mutu KKP Tarakan  

Badan Mutu KKP Tarakan mengemban tugas strategis untuk menjaga kelestarian sumber 

daya ikan dan menjamin mutu hasil perikanan. Tugas pokok meliputi pelaksanaan pengendalian 

mutu, pengawasan keamanan hasil perikanan, di wilayah Tarakan dan sekitarnya. 

2.2. Struktur Organisasi Badan Mutu KKP Tarakan  

Badan Mutu KKP Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung oleh beberapa 

Tim Kerja yang membidangi fungsi teknis dan administratif. Struktur organisasi yang ramping dan 

fungsional memastikan seluruh tugas, termasuk layanan informasi publik, dapat berjalan secara 

efektif. 

2.3. Struktur Tim PPID Pelaksana Badan Mutu KKP Tarakan 

 Berdasarkan SK Kepala Balai, tim PPID Pelaksana terdiri dari: 

• Atasan PPID: Kepala Badan Mutu KKP Tarakan. 

• Ketua PPID Pelaksana: Ditunjuk dari pejabat struktural/fungsional. 

• Bidang Layanan dan Dokumentasi Informasi: Bertugas di meja layanan (front desk) dan 

mengelola arsip. 

• Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi: Bertugas mengumpulkan dan 

memilah informasi dari unit kerja terkait. 

2.4. Sarana dan Prasarana  

Layanan Informasi Untuk mendukung kelancaran layanan menyediakan : 

• Fisik: Ruang layanan khusus (desk PPID) yang nyaman, komputer, papan pengumuman, 

dan kotak saran. 

• Digital: Website resmi https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-tarakan/, email 

ppid.skipmtarakan@kkp.go.id, dan akun media sosial Instagram 

(@BadanmutuKKPTarakan). 

 

 

 



BAB III: REALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

3.1. Mekanisme Pelayanan Informasi  

Pemohon informasi dapat memilih mekanisme yang paling mudah, baik secara langsung 

di kantor maupun secara daring. Alur layanan telah distandarisasi mulai dari pengisian formulir, 

registrasi oleh petugas, proses pencarian informasi oleh tim PPID, hingga pemberitahuan kepada 

pemohon bahwa informasi telah tersedia untuk diambil atau dikirimkan secara digital. 

3.2. Rekapitulasi Data Permohonan Informasi Publik  

Selama Semester I 2025, PPID Badan Mutu KKP Tarakan menerima dan memproses total 4 

permohonan informasi. 

No Bulan Jumlah 
Pemohon 

Permintaan Data Bentuk Informasi 
Jumlah 

Data 
Diterima Ditolak Waktu 

Penyelesaian 
Cetak Rekam Online 

1 Januari 3 3 √ - 2 – 10 hari - - √ 

2 Februari - - - - - - - - 

3 Maret - - - - - - - - 

4 April - - - - - - - - 

5 Mei 1 1 √ - 12 hari - - √ 

6 Juni - - - - - - - - 

Tabel 3.1: Rekapitulasi Pemohon Informasi 

 

No Jenis Informasi Jumlah Data 

1 Data Teknis Hasil Kelautan dan Perikanan 4 Data 

Tabel 3.2: Rekapitulasi Jenis Informasi yang Diminta 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Kinerja Waktu Pelayanan 

Kinerja pelayanan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dari 4 permohonan, 100% 

berhasil dipenuhi. 

• Rata-rata Waktu Tanggap Awal: 1 hari kerja 

• Rata-rata Waktu Penyelesaian: 12 hari kerja 

3.4. Data Permohonan Informasi yang Ditolak  

Selama periode pelaporan, tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak (0%). 

Seluruh informasi yang diminta bersifat terbuka dan dapat diakses publik. 

3.5. Sengketa Informasi Publik  

Pada Semester I 2025, tidak ada pengajuan sengketa informasi (0 kasus) yang ditujukan 

kepada Badan Mutu KKP Tarakan melalui Komisi Informasi. 

3.6. Diseminasi Informasi Publik  

Secara Proaktif Tim PPID Badan Mutu KKP Tarakan  aktif menyebarkan informasi melalui: 

• Website: Memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP), mempublikasikan Laporan Kinerja 

(LAKIP), dan berita kegiatan terkini. 

• Media Sosial: Membuat dan menyebarkan 25 infografis terkait alur layanan dan data 

ekspor, serta 10 video pendek edukatif tentang cara memilih ikan segar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV: PERMASALAHAN DAN RENCANA STRATEGIS 

4.1. Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi 

1. Aspek Internal: Keterbatasan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi 

Keterbukaan Informasi Publik secara masif. 

2. Aspek Eksternal: Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil mengenai hak atas informasi masih perlu ditingkatkan. 

4.2. Rencana Strategis dan Upaya Peningkatan Kualitas Layanan 

1. Program "PPID Menyapa": Mengintegrasikan sosialisasi layanan informasi publik dalam 

kegiatan penyuluhan rutin kepada kelompok nelayan dan pelaku usaha perikanan. 

2. Optimalisasi Media: Mengembangkan konten informasi dalam format yang lebih visual 

dan mudah dipahami (video animasi, podcast) untuk menjangkau audiens yang lebih 

luas. 

3. Peningkatan Kapasitas: Mengusulkan keikutsertaan Tim PPID dalam bimbingan teknis 

atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi untuk terus memperbarui 

pengetahuan dan keterampilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V: PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Mutu KKP Tarakan selama Semester I 

Tahun 2025 telah berjalan dengan sangat baik, yang dibuktikan dengan terpenuhinya 100% 

permohonan informasi dalam waktu yang cepat dan tidak adanya sengketa informasi. Inisiatif 

proaktif melalui media digital juga telah berhasil meningkatkan jangkauan informasi. Meskipun 

demikian, tantangan terkait peningkatan literasi informasi di kalangan masyarakat pesisir masih 

menjadi fokus utama untuk perbaikan. 

5.2. Rekomendasi 

1. Perlu adanya dukungan penganggaran yang lebih spesifik untuk program sosialisasi 

Keterbukaan Informasi Publik pada periode anggaran berikutnya. 

2. Mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan pemangku kepentingan lain (seperti Dinas 

Perikanan setempat) untuk memperluas jangkauan edukasi publik. 

3. Tim PPID perlu secara konsisten melakukan inovasi dalam penyajian informasi agar tetap 

relevan dan mudah diakses oleh semua kalangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tujuan dan Fungsi PPID Badan Mutu KKP Tarakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Struktur PPID Badan Mutu KKP Tarakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


